SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya
harus disesuaikan serta perlu dilaksanakannya Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan, maka perlu dilakukan
Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun Anggaran 2017;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
ANGGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 17

Tahun 2016) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 diperkirakan mengalami perubahan,

dengan rincian sebagai berikut :



a. Pendapatan

1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Pendapatan
setelah perubahan
. Belanja
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja setelah
perubahan
Surplus (Defisit) setelah
Perubahan
Pembiayaan
1) Penerimaan Pembiayaan
a) Semula
b) Bertambah/
(berkurang)
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan
2) Pengeluaran
Pembiayaan
a) Semula
b) Bertambah/
(berkurang)
Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah
Perubahan
Jumlah Pembiayaan neto
setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah

Perubahan

: Rp.
: Rp.
: Rp.

2.216.659.182.000,00
272.390.385.445,00
2.489,049.567.445,00

: Rp. 2.450.522.226.143,00
: Rp.
: Rp. 2.770.227.562.351,00

319.705.336.208,00

: Rp. (281.177.994.907,00)
: Rp. 274.616.644.143,00
: Rp. 47.314.950.764,00
: Rp. 321.931.594.907,00
: Rp. 40.753.600.000,00
: Rp. 0,00
: Rp.

40.753.600.000,00
: Rp.

281.177.994.907,00
: Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula : Rp. 295.990.910.000,00
2) Bertambah/ : Rp. 144.900.982.189,00
(berkurang)

Jumlah Pendapatan: Rp. 440.891.892.189,00
Asli Daerah setelah
perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula : Rp.1.538.301.399.000,00

2) Bertambah/ : Rp 46.394.224.202,00
(berkurang)

Jumlah Dana :Rp.1.584.695.623.202,00

Perimbangan

setelah Perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula : Rp. 382.366.873.000,00
2) Bertambah/ : Rp 81.095.179.054,00
(berkurang)

Jumlah lain-lain :Rp. 463.462.052.054,00
pendapatan daerah
yang sah setelah
Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula : Rp. 51.540.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp 8.150.000.000,00
(berkurang)

Jumlah pajak :  Rp. 59.690.000.000,00

daerah setelah

Perubahan



b. Retribusi Daerah

1) Semula : Rp. 11.488.818.000,00

2) Bertambah/ . Rp 2.998.193.256,00
(berkurang)

Jumlah Retribusi : Rp. 14.487.011.256,00

Daerah setelah

Perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan

1) Semula : Rp. 26.501.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp 1.413.119.723,00
(berkurang)

Jumlah hasil : Rp. 27.914.119.723,00

pengelolaan

kekayaan daerah
yang dipisahkan
setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

1) Semula : Rp. 206.461.092.000,00

2) Bertambah/ : Rp 132.339.669.210,00
(berkurang)

Jumlah lain-lain : Rp. 338.800.761.210,00

pendapatan asli
daerah setelah
Perubahan
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula : Rp. 43.796.097.000,00

2) Bertambah/ : Rp 16.150.679.201,00
(berkurang)

Jumlah Dana bagi : Rp. 59.946.776.202,00

hasil setelah
Perubahan
b. Dana alokasi umum
1) Semula : Rp. 1.110.337.027.000,00
2) Bertambah/ : Rp (18.746.494.000,00)

(berkurang)



Jumlah dana Rp. 1.091.590.533.000,00
alokasi umum
setelah Perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula : Rp. 376.668.275.000,00

2) Bertambah/ . Rp 48.990.039.000,00
(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 425.658.314.000,00

alokasi khusus
setelah Perubahan

d. Dana insentif daerah

1) Semula :  Rp. 7.500.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah dana :  Rp. 7.500.000.000,00

insentif daerah
setelah Perubahan
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula : Rp. 5.571.358.000,00
2) Bertambah/ : Rp 327.320.600,00
(berkurang)

Jumlah dana hibah : Rp. 5.898.678.600,00
setelah Perubahan
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula : Rp. 147.170.081.000,00

2) Bertambah/ : Rp 9.130.668.454,00
(berkurang)

Jumlah dana bagi : Rp. 156.300.749.454,00

hasil pajak dari
Provinsi dan
Pemerintah Daerah
lainnya setelah

Perubahan



c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula : Rp. 229.625.434.000,00

2) Bertambah/ . Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah dana : Rp. 229.625.434.000,00

penyesuaian dan
otonomi khusus
setelah Perubahan
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya

1) Semula . Rp. 0,00

2) Bertambah/ : Rp 71.637.190.000,00
(berkurang)

Jumlah bantuan : Rp 71.637.190.000,00

‘dariprovinsi atau dari
pemerintah daerah
lainnya setelah

Perubahan

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung

1) Semula : Rp.1.401.922.276.143,00

2) Bertambah/ : Rp 7.383.679.268,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp.1.409.305.955.411,00

tidak langsung
setelah Perubahan

b. Belanja langsung

1) Semula Rp.1.048.599.950.000,00

2) Bertambah/ Rp 312.321.656.940,00
(berkurang)

Jumlah belanja Rp.1.360.921.606.940,00

langsung setelah

Perubahan



(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp. 913.462.477.999,00

2) Bertambah/ : Rp 8.936.585.539,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 922.399.063.538,00

pegawai setelah
Perubahan

b. Belanja bunga

1) Semula : Rp. 2.022.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp 6.915.641.277,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 8.937.641.277,00

bunga setelah
Perubahan

c. Belanja subsidi

1) Semula : Rp. 506.500.000,00

2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 506.500.000,00

bunga setelah

Perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula : Rp. 36.398.500.000,00

2) Bertambah/ : Rp 1.281.200.000,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 37.679.700.000,00

hibah setelah
Perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula : Rp. 20.513.250.000,00

2) Bertambah/ : Rp  (9.061.800.000,00)
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 11.451.450.000,00

bantuan sosial

setelah Perubahan



f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/

Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 8.299.477.844,00
2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah belanja bagi : Rp. 8.299.477.844,00
hasil kepada
Provinsi/ Kab/ Kota
dan Pemerintah
Desa setelah
Perubahan
g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan pemerintah Desa

1) Semula : Rp. 416.708.217.300,00

2) Bertambah/ : Rp 1.815.067.920,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 418.523.285.220,00

bantuan keuangan
kepada Provinsi/
Kab/ Kota dan
pemerintah Desa
setelah Perubahan

h. Belanja tidak terduga

1) Semula : Rp. 4.011.853.000,00

2) Bertambah/ : Rp  (2.503.015.468,00)
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 1.508.837.532,00

tidak terduga
setelah Perubahan
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula : Rp. 60.669.148.850,00

2) Bertambah/ : Rp 24.167.039.326,67
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 84.836.188.175,67

pegawai setelah

Perubahan
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b. Belanja barang dan jasa sejumlah

1) Semula : Rp. 459.839.907.230,00

2) Bertambah/ . Rp 141.590.314.4444,33
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 601.430.221.674,00

barang dan jasa
setelah Perubahan

c. Belanja modal sejumlah

1) Semula : Rp. 528.090.893.920,00

2) Bertambah/ : Rp 146.564.303.170,00
(berkurang)

Jumlah belanja : Rp. 674.655.197.090,00

modal modal

setelah Perubahan

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 4
(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 274.616.644.143,00
2) Bertambah/ : Rp 47.314.950.764,00
(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp. 321.931.594.907,00
pembiayaan setelah
Perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan daerah

1) Semula : Rp. 40.753.600.000,00

2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah : Rp. 40.753.600.000,00

pengeluaran

pembiayaan setelah
Perubahan
(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran

Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula : Rp. 72.309.982.143,00

2) Bertambah/ : Rp 47.517.482.764,00
(berkurang)

Jumlah SiLPA : Rp. 119.827.464.907,00

tahun anggaran
sebelumnya setelah
Perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula : Rp. 200.000.000.000,00
2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp. 200.000.000.000,00
pinjaman daerah
setelah Perubahan

c. Penerimaan piutang daerah

1) Semula : Rp. 2.306.662.000,00
2) Bertambah/ : Rp (202.532.000,00)
(berkurang)

Jumlah penerimaan : Rp 2.104.130.000,00
piutang daerah
setelah Perubahan
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula : Rp. 40.043.600.000,00
2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah penyertaan : Rp. 40.043.600.000,00
modal (investasi)
pemerintah daerah
setelah Perubahan

b. Pembayaran pokok utang
1) Semula : Rp. 0,00
2) Bertambah/ : Rp 0,00

(berkurang)
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Jumlah : Rp. 0,00
pembayaran pokok

utang setelah

Perubahan

c. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula : Rp. 710.000.000,00

2) Bertambah/ : Rp 0,00
(berkurang)

Jumlah pemberian : Rp. 710.000.000,00

pinjaman daerah

setelah Perubahan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,

MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012
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